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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang
Mabha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada
kita. Sebagai salah satu upaya pengembangan Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) di lingkungan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai amanat Peraturan Presiden
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dan untuk mewujudkan
keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Biro Hukum dan Kepegawaian Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif menerbitkan Himpunan Naskah Kerjasama antara
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Instansi Terkait
dan Swasta Tahun 2013 sebagai salah satu tugas dan fungsi Biro
Hukum dan Kepegawaian, khususnya pelaksanaan pengelolaan
dokumentasi dan publikasi hukum, penyuluhan hukum serta Jaringan
dokumentasi dan informasi hukum di bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif.

Himpunan Naskah ini diterbitkan untuk memberikan informasi
bagi para pemangku kepentingan (steakholders) terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif,
selain itu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan di
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Semoga Himpunan Naskah Kerjasama antara Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Instansi Terkait dan
Swasta Tahun 2013 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan.

Jakarta,
Kepala\Biro ukum dan Kepegawaian

ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
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2) rapat-rapat pembahasan penyusunan kuesioner dan buku
pedoman;

3) pengadaan Perlengkapan pencacahan;
4) pencetakan kuesioner dan dokumen; dan

5) pengiriman dokumen dan perlengkapan pencacahan
ke lokasi pendataan.

ll. Tugas dari PIHAK KEDUA:

1) penyediaan tenaga pencacah dan pengawas di BPS
Provinsi dan BPS Kabupaten/ Kota;

2) koordinasi dengan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/
Kota; dan

3) pembuatan disain kuesioner dan buku pedoman.

Pelaksanaan

Tugas dari PIHAK KEDUA:

1) pelatihan petugas;

2) pendataan atau pencacahan ke lapangan;
3) validasi/pemeriksaan data;

4) entry data; dan

5) editing dan tabulasi data.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA.

Laporan/ Diseminasi

1) penyusunan laporan dan pembuatan draft publikasi dilakukan
oleh PIHAK KEDUA; dan

2) Pencetakan Publikasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
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Pasal 7
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

a.

mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dari
PIHAK KEDUA; dan

mendapatkan laporan hasil kegiatan pengumpulan,
pengolahan, penyajian dan analisis data dan informasi statistik
Profil Wisatawan Nusantara dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

a.

menerima alokasi dan memanfaatkan biaya kegiatan
berdasarkan prinsip Uang Yang Harus Dipertanggung
jawabkan (UYHD) yang besarnya merupakan maksimal
biaya kegiatan sesuai dengan KAK dan RAB;

memanfaatkan hasil pengumpulan, pengolahan, penyajian dan
analisis data dan informasi statistik Profil Wisatawan Nusantara;

mendapatkan hasil publikasi sebanyak 10 tiras (eksemplar);
dan

d. dapat menggandakan hasil publikasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8
KEWAIJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a.

menyusun KAK dan RAB yang diperiukan untuk pelaksanaan
kegiatan;

menyediakan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data
dan informasi statistik Profil Wisatawan Nusantara; dan









(3) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka PIHAK yang terkena force majeure wajib
memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari setelah terjadi force majeure.

(4) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghapuskan Perjanijian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi
PARA PIHAK dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang
timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah
untuk mufakat.

Pasal 15
PEMBERITAHUAN

(1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta
pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, harus atau wajib
disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat yang
tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA
Nama . M. KHAIRUL ANWAR
Jabatan : Kasubbid. Jaringan dan Infrastruktur Pusdatin
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Alamat : JI. Medan Merdeka Barat 17, Lt. 21 Jakarta 10110
Telpon : 021.3452000
Faksimili : 021.3808613



b. PIHAK KEDUA
Nama : SENTOT BANGUN WIDOYONO, M.A.
Jabatan : Direktur Stat. Keuangan, Teknologi Informasi,
dan Pariwisata
Alamat : JI. Dr. Sutomo no.6-8 Jakarta Pusat
Telpon : 021.3810291. Ext 6300
Faksimili : 021.3506639

(2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu PIHAK, maka
harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis
kepada PIHAK lainnya.

Pasal 16
PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan
diatur kemudian dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan
dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup,
ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum
sama dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

HAIRUL ANWAR
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
MINISTRY OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY
REPUBLIC OF INDONESIA

AND

INTEL CORPORATION

ON

ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF DIGITAL CREATIVE
ECONOMY ECOSYSTEM IN INDONESIA

Number: MU.02/KF.001/EKMDI/KPEK/20 13

Memorandum of Understanding ("MoU") is made on 5th April
2013 ("Effective Date") by and between:

1. Harry Waluyo

2. Christos Georgiopoulos:

: Director General for Creative Economy

on Media, Design, and Technology of
Ministry of Tourism and Creative Economy
Republic of Indonesia, established and
existing under the laws of The Republic
Indonesia with its legal address at Jalan
Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta
10110, Indonesia, (hereafter referred to
as "MTCE"); and

General Manager of Developer Relation
Division of Intel Corporation, a company
established and existing under the laws
of Delaware with its legal address at
2200 Mission College Boulevard, Santa
Clara, CA 95054- 1549, United States
(hereafter referred to as "Intel")
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IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this MoU to be
executed by their respective authorized representatives as set

forth below.

INTEL CORPORATION MINISTRY OF TOURISM AND
GENERAL MANAGER OF DEVELOPER CREATIVE ECONOMY
RELATIONS DIV. DIRECTOR GENERAL FOR CREATIVE
ECONOMY ON MEDIA, DESIGN AND
TECHNOLOGY

CHRISTOS GEORGIOPOULOS

17



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF NASIONAL MELALUI
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : M.HH-12.HM.05.02 Tahun 2013
NOMOR : N.H.20/KS.001/MPEK/2013

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu
tiga belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. AMIR SYAMSUDIN

2. MARI ELKA PANGESTU

18

: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said
Kavling 6-7 Jakarta Selatan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;






Terwujudnya peningkatan kreativitas masyarakat melalui
pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;

Tercapainya perlindungan hukum dan peningkatan pertumbuhan
ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif; dan

Tercapainya kerja sama di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan
sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1.

Peningkatan pemahaman tentang sistem Hak Kekayaan Intelektual
bagi PIHAK KEDUA dan pelaku ekonomi kreatif melalui seminar,
pameran, pelatihan, lokakarya, temu wicara, dan bimbingan teknis.

Pemetaan dan inventarisasi potensi produk ekonomi kreatif
Indonesia yang dilaksanakan melalui kerja sama di antara PARA
PIHAK.

Promosi produk ekonomi kreatif Indonesia, baik dalam lingkup
nasional maupun internasional.

Kegiatan lain yang mendukung peningkatan dan pengembangan

ekonomi kreatif nasional, antara lain kawasan berbudaya HKI.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
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Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-
baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman
ini diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman
ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai
cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat
Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
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KESEPAKATAN BERSAMA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

TENTANG

KEGIATAN DAN USAHA PERFILMAN
Nomor : 0244/MPK.F/FL/2013
Nomor : KB.35/KS.001/MPEK/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga
Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOHAMMAD NUH,

2. MARI ELKA PANGESTU,

24

: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia, berkedudukan dan
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta 10270, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun
2011 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Republik Indonesia, berkedudukan dan
beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 17 Jakarta 10110, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik
Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun
2011 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.






TUJUAN
Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan
dan usaha perfilman di Indonesia dalam rangka meningkatkan
ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

Penelitian, Pengembangan, dan Pendidikan Perfilman;
Sumber Daya Perfilman,;

Pembuatan Film;

Jasa Teknik Film;

Apresiasi Film;

Sensor Film;

Pengedaran Film;

S @ ™o o0 T oo

Pertunjukan Film;

Penjualan Film dan/atau penyewaan Film;

j.  Pengarsipan Film;
k. Ekspor Film; dan
. Impor Film.
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PELAKSANAAN
Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diatur secara terkoordinasi oleh Direktur Jenderal
Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur
Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Direktur Jenderal Ekonomi
Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sesuai dengan tugas
dan fungsinya masing-masing.

PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Kesepakatan
Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

EVALUASI
Pasal 5

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi
Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan
dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

27



(3)

(1)
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Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang
atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan
maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat
2 (dua) bulan sebelumnya;

Perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk adendum.

PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli
bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum
yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU, dan satu rangkap
untuk PIHAK KEDUA, serta diterima oleh PARA PIHAK pada saat
Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada saat ditanda
tangani oleh para pihak.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

RRTELKA PANGESTU A

-

¢MOHAMMAD NUH §- ;

y? -













































(1)

(2)

Pasal 11
Hak Kekayaan Intelektual

Pengaturan Proyek ini tidak memberi hak bagi Pihak untuk
menggunakan hak kekayaan intelektual Pihak lain. Perlindungan
hak kekayaan intelektual Para Pihak akan ditegakkan sesuai
dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk Para Pihak dan
dengan perjanjian internasional dan instrumen lainnya yang
mana kedua negara adalah pihak.

Dalam hal program dan kegiatan di bawah Pengaturan Proyek
ini dapat mengakibatkan hak kekayaan intelektual baru
(termasuk dari penggunaan pengetahuan tradisional dan
kesenian tradisional), Para Pihak akan membuat pengaturan
terpisah untuk penggunaan dan perlindungan hak kekayaan
intelektual dimaksud.

Pasal 12
Amandemen

Pengaturan Proyek ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan
tertulis bersama Para Pihak.

Pasal 13
Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul dari pelaksanaan Pengaturan Proyek
ini akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau konsultasi
antara Para Pihak.
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Pasal 14
Penangguhan

Setiap Pihak memiliki hak untuk alasan keamanan nasional, kepentingan
nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat untuk
menangguhkan sementara seluruh atau sebagian pelaksanaan
Pengaturan Proyek ini yang wajib segera berlaku setelah pemberitahuan
disampaikan kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik.

(3)

(4)
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Pasal 15
Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Penghentian

Pengaturan Proyek ini wajib mulai berlaku pada tanggal
penandatanganan dan wajib tetap berlaku untuk periode 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang oleh Para Pihak melalui persetujuan
tertulis.

Salah satu pihak dapat mengakhiri Pengaturan Proyek ini
pada setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak
l[ainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Pengaturan
Proyek ini melalui jalur diplomatik paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum penghentian.

Penghentian Pengaturan Proyek ini wajib tidak mempengaruhi
penyelesaian program kegiatan yang sedang berjalan atau
dilaksanakan dalam Pengaturan Proyek ini, kecuali jika diputuskan
lain oleh Para Pihak.

Mulai berlakunya Pengaturan Proyek ini wajib mengakhiri
pengaturan Proyek antara Sekretariat Negara untuk Hubungan
Ekonomi Konfederasi Swiss dan Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata Republik Indonesia pada pengembangan Pariwisata
untuk Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani
di Kupang pada tanggal 16 September 2010.






REPUBLIC INDONESIA

PROJECT ARRANGEMENT
BETWEEN
THE MINISTRY OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE STATE SECRETARIAT FOR ECONOMIC AFFAIRS OF THE
SWISS CONFEDERATION
ON
TOURISM DEVELOPMENT FOR SELECTED DESTINATIONS IN
INDONESIA

The Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of
Indonesia (MTCE) and the State Secretariat for Economic Affairs of
the Swiss Confederation (SECO) hereinafter referred to as "the Parties";

REFERRING to the Memorandum of Understanding between the
Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia and
the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation
on the Development of Tourism Destination in Indonesia signed in
Jakarta on 7 July 2010;

TAKING INTO ACCOUNT the fruitful cooperation between the Parties
under the Project Arrangement between the Ministry of Culture and
Tourism of the Republic of Indonesia and the State Secretariat for
Economic Affairs of the Swiss Confederation on Tourism Development
for Flores Island, East Nusa Tenggara signed in Kupang on 16 September
2010;
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DESIRING to further enhance the cooperation between the Parties
through the development of tourism destinations, hereinafter
referred to as "the Destinations", in Flores Island (East Nusa Tenggara),
Tanjung Puting (Central Kalimantan), Toraja (South Sulawesi), Wakatobi
(Southeast Sulawesi) through promoting and developing Destination
Management Organization (DMO) in the field of tourism; and to improve
tourism education in Indonesia;

ACKNOWLEDGING the efforts to increase the capacities of the local
communities in the Destinations for sustainable development as a
tourism destination;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective
countries;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Objectives

(1) The objectives of this Project Arrangement are:

a. To strengthen the competitiveness of the Destinations
through tourism development;

b. To improve tourism education and training in Indonesia;

c. To create sustainable income and jobs for the local
communities in the Destinations;

d. To strengthen local and regional DMOs as stakeholders
forum/council for Flores serving Kabupaten Manggarai
Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende,
Sikka and Flores Timur based on National Tourism Framework
for destination management (DMO) and destination
governance;
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e.

To strengthen local and regional DMOs as stakeholders
forum/council in Tanjung Puling (Central Kalimantan), Toraja
(South Sulawesi), Wakatobi (Southeast Sulawesi) based on
National Tourism Framework for destination management
(DMO) and destination governance;

To improve capacity building of tourism stakeholders in
the Destinations;

To identify and mainstream lessons learnt on tourism
development into policy making in Indonesia.

(2) The methodologies of the project are:

a.

Capacity building for local/regional DMOs in Flores, focusing
on the aspects of institutional and financial stability. DMOs
are local organizations which integrate, coordinate and as
stakeholders forum/council mutually support tourism
related activities between the public (national, regional,
local government) and the private sector;

Strengthening of capacity building for DMOs in Tanjung
Puting (Central Kalimantan), Toraja (South Sulawesi),
Wakatobi (Southeast Sulawesi);

Facilitation of curriculum development and capacity building
training in destination management for higher education
(university/academy level) and vocational schools in selected
Destinations.

Article 2
Project Institutional Arrangement

For the purpose of this Project Arrangement:

a.

72

MTCE that is represented by Directorate General of Tourism
Destination Development (DGTDD), designates the National
Programme Coordinator as a focal point;



SECO designates Swisscontact as the implementing agency of
the project with the Project Document as in Annex | as the terms
of reference which forms an integral part of this Project
Arrangement;

Provincial and district administrations are the local counterparts
of the Project;

Swisscontact shall be responsible for the implementation of
the project referring to the convergence programme and
activities, with the support and under consultation of the
Advisory Board as defined under Article 5, MTCE, provincial and
district administrations in the 4 (four) Destinations of Flores
Island (East Nusa Tenggara), Tanjung Puting (Central Kalimantan),
Toraja (South Sulawesi), Wakatobi (Southeast Sulawesi).

Article 3
Programmes and Activities

(1) The Project Arrangement covers the following activities:

a. Strengthening the competitiveness of selected tourism
destinations

1. Capacity building for the local/regional DMOs in Flores
that focuses on institutional as stakeholders forum/
council and financial sustainability;

2. Facilitate the strengthening and development of the
capacity of DMOs as stakeholder forum/council in Tanjung
Puting (Central Kalimantan), Toraja (South Sulawesi),
Wakatobi (Southeast Sulawesi) in all relevant fields of
destination management;

3. Transfer of knowledge to local/regional DMOs with
respect to the collection of tourism-related statistics;
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Conduct capacity building measures for the community,
private sector, and regional governments in the
Destinations;

Conduct a value chain analysis of selected locally
sourced products to the tourism market;

Raise awareness on the protection of geographical
indications, traditional knowledge, and traditional
cultural expressions in cooperation with the Swiss Federal
Institute of Intellectual Property;

Promote cultural diversity to relevant international
networks.

b. Strengthening tourism education and training in Indonesia

1.

Identify partner institutions in Indonesia and Switzerland
and establish a clear concept for the partnerships;

Develop curriculum in destination management for
university/academy level;

Capacity building on destination management for
teachers and students;

Improve existing hospitality training curriculum for
vocational school level;

Advisory on the establishment of systematic internship
training programmes.

Identifying, sharing and mainstreaming lessons learnt into

policy making.

1.
2.
3.

Facilitate national conferences on destination management;
Facilitate intra-regional study visits;

Consultation meetings and knowledge exchange with
relevant government stakeholders and the private sector.

(2) Details of the programme will be elaborated further in

Annex I.



Article 4
Contribution

For the realization of the Project Arrangement:
(1) SECO shall:

d.

Provide a non-reimbursable contribution (technical assistance
grant) up to the maximum amount of CHF 8,970,000 (eight
million nine hundred seventy thousand Swiss francs) to
support the implementation of the project;

Provide written approval for the diverting of goods procured
under the grant during 'he implementation of the project;

Provide the data and any related information that has been
assigned for the realization of the project.

(2) MTCE shall:

a.

Ensure the planning, implementation and evaluation of the
project in accordance with the National Tourism Framework
for destination management and destination governance;

Facilitate the arrangement of tax exemption and custom duty
that may occur from the activities of the project in accordance
with the prevailing tax laws and regulations of the Republic of
Indonesia;

Facilitate the arrangement for entry and exit permit of the
territory of the Republic of Indonesia, stay permit and
working permit for the foreign experts and their core families
which are assigned to assist the project in accordance with
the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia;

Facilitate the arrangement to the project by liaising within the
public sector and ensuring coordination among Indonesian
government agencies at central, provincial, and district levels;

Coordinate assistance from different development partners
for the tourism sector in order to avoid duplication and
overlaps;
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Appoint and facilitate a National Programme Coordinator based
in the MTCE to be MTCE's main focal point for the project;

Facilitate provincial and district counterparts in each of the
Destinations to be actively involved in project planning,
such as providing staff and office space for the Field Office
in each of the Destinations;

Monitor the implementation of the national working group
on DMOs;

Include the Destinations within the national destination
marketing activities of Indonesia and allocate funds for
these activities from its annual budget.

Article 5
Advisory Board

(1) The Parties will:

a.

Conduct consultations and give strategic guidance to the
implementing agency of the project through an Advisory
Board;

Participate actively and constructively in the Advisory Board
using it as a mechanism to strengthen synergies between the
project and other operations;

Supervise and evaluate the implementation of the project
on a regular basis.

(2) The Advisory Board shall be composed of the following
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institutions/representatives:

a. MTCE, including National Programme Coordinator;

b.

Provincial and district government, including representatives
from one provincial government office, one regional office
and local government tourism units, representing the
Destinations;

SECO, including technical experts nominated by SECO;



(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(1)

(2)

d. Two representatives of the tourism industry and/or tourism
associations.

The key tasks of the Advisory Board are:

a. Review and approve project strategies, interventions and
annual work plans;

Review and approve semi-annual progress reports;
Provide input on critical issues on project implementation;

Review and approve external evaluation reports;

® oo o

Review and approve financial planning and disbursement
reports.

The Advisory Board will be co-chaired by the Parties, it will meet
semiannually or upon request of any Party. The modality of the
Advisory Board meetings will be defined in a separate terms of
reference to be endorsed by the Advisory Board.

The members of Advisory Board shall serve without compensation.

The project will cover the costs for logistics and - if necessary -
accommodation.

The Advisory Board will invite observers and resource persons
to its meetings if necessary.

Article 6
Financial Arrangement

The procedure of the grant shall be in accordance with the
prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.

SECD shall submit disbursement reports prepared by the
implementing agency to MTCE semi-annually based on a mutually
agreed format.
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Article 7
Status of Asset

After the completion of the project, the ownership of the project
properties shall be discussed and decided in accordance with the
stipulations of Indonesian laws and regulations concerning the
procurement of goods/services and by mutual consent of the Parties.

(1)

(2)

(1)

(2)
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Article 8
Limitation of Personnel

All persons engaged in activities related to this Project
Arrangement shall respect political independence, sovereignty
and territorial integrity of the host country and shall act within
the scope of this Project Arrangement.

The Parties shall include consultants, project personnel, and
technical expertise from the Parties.

Article 9
Monitoring and Evaluation

The Swiss Government as well as any third party appointed by it,
shall have the right to visit the project, conduct a comprehensive
assessment or evaluation, and shail be granted full access to alt
documents and information related to the project, during its
implementation and after its completion.

The MTCE will provide all such requested or useful information
and will, upon request, ensure that the above--mentioned
authorized representatives are accompanied by the relevant
personnel and are provided with the necessary assistance.



(1)

(1)

(2)

Article 10
Anti-corruption Clause

The Parties share a common concern in the fight against
corruption, which jeopardizes good governance and the proper
use of resources needed for development, and, in addition, endanger
fair and open competition based on price and quality. The Parties
declare, therefore, their intention for combining efforts to fight
corruption.

Any form of offer, gift, payment, remuneration or benefit - directly
or indirectly - with a view to being awarded a mandate or contract
within the framework of this Project Arrangement, or during its
execution, will be construed as an illegal act or corrupt practice.

Any act as stipulated in paragraph 2 of this Article constitutes
sufficient grounds to justify annulment of this Project Arrangement,
the procurement or resulting award, or for taking any other
corrective measure laid down by the applicable iaw.

Article 11
Inteliectual Property Rights

This Project Arrangement does not confer on a Party any right tc
use the other Party's intellectual property rights. The protection
of the Parties' intellectual property rights will be enforced in
accordance with the respective national laws and regulations
applicable to each Party and with any international agreements or
other instruments to which both countries are party.

In the event that the programme and activities under this Project
Arrangement may result-in any new intellectual property rights

(including from.the use of any traditional knowledge and

folklore), the Parties will conclude separate arrangements for the
use and protection of such intellectual property rights.
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Article 12
Amendment

This Project Arrangement may be amended at any time by mutual
written consent of the Parties.

Article 13
Settlement of Disputes

Any disputes arising out of the implementation of this Project
Arrangement shall be settled amicably through negotiations or
consultations between the Parties.

Article 14
Suspension

Each Party reserves the right for reasons of national security, national
interest, public order or public health to suspend temporarily either in
whole or in part the implementation of this Project Arrangement which
shall take effect immediately after notification has been given to the
other Party through diplomatic channels.

Article 15
Entry into Force, Duration and Termination

(1) This Project Arrangement shall enter into force on the date of its
signing and shall remain in force for a 5 (five) year period and may
be extended by the Parties through mutual written consent.

(2) Either Party may terminate this Project Arrangement at any time
by giving to the other Party written notification for its intention
to terminate this Project Arrangement through diplomatic
channels at least 6 (six) months prior to its termination.
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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DAN

IKATAN ARSITEK INDONESIA

NOMOR : PK.10/KS.001/EKMDI/KPEK/2013
NOMOR : 018/MOU/IAI/X1/2013

TENTANG

PAMERAN ARSITEKTUR INTERNASIONAL
VENICE BIENNALE KE-14 DI ITALIA TAHUN 2014

Pada hari ini Jum'at tanggal satu bulan November tahun dua ribu
tiga belas, bertempat di Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka
Barat No.17 Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARRY WALUYO
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: Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif

Berbasis Media Desain dan Iptek
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, berkedudukan di Gedung Sapta
Pesona Jalan Medan Merdeka Barat
Nomer 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;



2. MUNICHY B. EDREES : Ketua Umum lkatan Arsitek Indonesia,

berkedudukan di Jakarta Design Center
Lantai 7 JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 53
Jakarta 10260, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama lkatan Arsitek
Indonesia (lAl), untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan
hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa program Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis
Media, Desain dan Iptek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tahun 2013 dan 2014 adalah Pendukungan Persiapan dan
Pameran Arsitektur Internasional Venice Beinnale 14th di Italia;

bahwa dengan mengikuti kegiatan tersebut diharapkan akan
dapat meningkatkan pemahaman tentang sejarah arsitektur
Indonesia dalam kurun waktu 1914 - 2014; dan

bahwa dengan keterlibatan pihak swasta/asosiasi arsitek dalam
kegiatan tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah
untuk memberikan kesempatan kepada para arsitek yang
terpilih untuk berkarya Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Kerjasama Pameran Arsitektur Internasional Venice
Biennale Ke-14 (14"h Intemational Architecture Exhibition of
the Venice Biennale) Di Italia Tahun 2014, dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
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Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempersiapkan,

memilih, dan menentukan, komisioner, kurator pelaksana dan
para perupa yang ditunjuk sebagai delegasi Indonesia dalam
Pameran Arsitektur Internasional Venice Biennale ke-14 di
Italia Tahun 2014; dan

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menyukseskan

persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Pameran Arsitektur
Internasional Venice Biennale ke-14 tahun 2014 di ltalia.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

o

-~ o a o

Penggalangan dana;

PR-ing;

Pembukaan dan penutupan acara;

Pengisian acara selama pameran;

Monitoring dan evaluasi (termasuk pelaporan); dan

Pemanfaatan Hak Cipta.

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
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a. memfasilitasi penggalangan dana;

b. mencetak bahan publikasi seperti buku panduan/katalog;



(2)

(3)

mengikutsertakan media cetak dan elektronik dalam seluruh
kegiatan;

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan
yang bersumber dari APBN;

pemanfaatan hak cipta desain paviliun dan konten arsitektur
untuk tujuan non-komersial diatur berdasarkan kesepakatan
antara PIHAK PERTAMA dan pihak pengguna; dan

mendukung pameran Venice Biennale 2014 di Italia berupa
sewa ruang pameran selama pameran berlangsung
(Juni - November 2014).

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.
b.

C.

o

mengoordinir penggalangan dana;
melakukan publikasi di Indonesia dan luar negeri;
membuat rencana katalog;

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan
yang bersumber dari luar APBN:

membentuk panitia AdHoc untuk melaksanakan tugas
monitoring dan hal lainnya rangka menyukseskan
keikutsertaan arsitek Indonesia dalam Pameran Arsitektur
Internasional Venice Biennale ke-14 tahun 2014 di Italia; dan

pemanfaatan hak cipta desain paviliun dan konten
arsitektur untuk tujuan komersial diatur berdasarkan
kesepakatan antara PIHAK KEDUA dan pihak pengguna.

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab secara
bersama-sarna:

a.

mendukung terselenggaranya acara pembukaan dan
penutupan kegiatan Pameran Arsitektur Internasional
Venice Biennale ke-14 tahun 2014 di Italia;
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b. melakukan koordinasi dalam menentukan pengisian acara
selama pameran ber!angsung (Juni - November 2014); dan

c. pemegang hak cipta desain paviliun dan konten arsitektur.

Pasal 4
Pelaksanaan

Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini:

a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Sub Direktorat Arsitektur dan
Desain Interior, sebagai koordinator pelaksana kegiatan; dan

b. PIHAK KEDUA menunjuk Ketua Badan Kerjasama dan Penggalangan
Dana sebagai koordinator pelaksana kegiatan.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya
dengan cara musyawarah untuk mufakat.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 7
Force Majeure

Dalam hal terjadi Force Majeure, PARA PIHAK atau salah satu pihak
yang mengalami Force Majeure tidak dapat diminta untuk
memenuhi isi Perjanjian Kerjasama ini baik keseluruhan maupun
sebagian.

Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini
adalah peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan,
kemampuan atau kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan
salah satu Pihak atau PARA PIHAK tidak dapat memenubhi
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini seperti bencana alam,
perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak
pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan,
badai, banijir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca
yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah pusat.

Pasal 8
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda
tangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhimya kegiatan
Pameran Arsitektur Internasional Venice Biennale ke-14 (14th
International Architecture Exhibition of the Venice Biennale) di
italia Tahun 2014.

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak serta merta menghapus hak dan kewajiban
dari PARA PIHAK.

87






PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN WISATA KESEHATAN

NOMOR : HK.05.01/1v/2495/2013
NOMOR : PK 11/KS.001/SEKJEN/KPEK/2013

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu
tiga belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUPRIYANTORO

2. UKUS KUSWARA

: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said
Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan 12950,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

: Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif, berkedudukan di Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta
Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari
Pasal 4 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Republik Indonesia Nomor 412/Menkes/SKB/X1/2012
dan Nomor NK/30/PW.202/MPEK/2012 tentang Wisata Kesehatan
(Health Tourism).

2. Bahwa perjanjian kerjasama ini diperlukan dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan wisata kesehatan dan memajukan
kepariwisataan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang
Pengembangan Wisata Kesehatan, selanjutnya disebut Perjanjian,
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kerja sama ini untuk meningkatkan mutu sumber daya yang
dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan
baik domestik maupun mancanegara di bidang wisata kesehatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. penyusunan kebijakan terkait wisata kesehatan;

b. pelatihan sumber daya manusia di bidang wisata kesehatan;
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(1)

penyiapan sarana dan prasarana di bidang wisata kesehatan;

promosi dan pencitraan wisata kesehatan Indonesia; dan

monitoring dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU:

d.

menyusun kebijakan dalam rangka pengembangan medical
tourism dan medical travel;

menyusun kebijakan dalam rangka pengembangan wellness
tourism;

sosialisasi kebijakan/ pedoman medical tourism kepada Unit
Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/
Kota, seluruh rumah sakit publik dan privat, serta stake holder
terkait;

sosialisasi kebijakan/pedoman weliness tourism kepada Unit
Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/
Kota, seluruh rumah sakit publik dan privat, serta stake holder
terkait;

menetapkan "layanan unggulan" dengan mengeluarkan buku
layanan unggulan di rumah sakit.

penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan secara bertahap untuk
melaksanakan medical tourism sesuai dengan kebijakan dan
pedoman;

menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah
mengimplementasikan medical tourism.

menetapkan griya sehat yang sudah mengimplementasikan
wellness tourism.

melakukan penelitian dan pengembangan wisata kesehatan
dalam bidang kesehatan;
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Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin
mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelumnya.

(3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan
berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka operasional yang timbul bagi PARA PIHAK
sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada
masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Perjanjian ini
secara berkala.
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Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk
addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup,
mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat

PARA PIHAK.
(2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.
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